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BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

a.

L

BUPATI SUMBAWA,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016; '

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 385?)?»
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara . Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416} sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
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terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan.
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5.2?2;;y ‘
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
450);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 522);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2015 Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2016 Nomor 11};

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

A

dan
BUPATI SUMBAWA \(



Menetapkan :

p;

M

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 berupa laporan
keuangan memuat :

a. laporan realisasi anggaran;

o

. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

o o

laporan operasional;

@

laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan kenangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah dan ikhtisar laporan keuangan pemerintah desa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.526.355.151.256,80
b. Belanja dan Transfer Rp. 1.485.764.542.537,79
Surplus/defisit Rp. 40.590.608.719,01

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 110.880.494.760,07
2. Pengeluaran Rp. 0.00
Surplus/defisit Rp. 110.880.494.760,07
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagai berikut : '

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.63.171.704.332,10 dengan rincian sebagai berikut :»
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1. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 1.463.183.446.924,70
2. Realisasi Rp. 1.526.355.151.256,80
Selisih lebih/(kurang) Rp. 63.171.704.332,10

Selisih anggaran dengan realisasi belanjia dan transfer
sgjumlah (Rp.88.289.421.646,98) dengan rincian sebagai
berikut :

1. Anggaran belanja

setelah perubahan Rp. 1.574.053.964.184,77
2. Realisasi Rp. 1.485.764.542.537.79
Selisih lebih /(kurang) (Rp. 88.289.421.646,98)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp.151.461.125.979,08 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubaban {Rp. 110.870.517.260,07)

2. Realisasi Rp. 40.590.608.719,01)
Selisih lebih/(kurang) Rp. 151.461.125.979,08

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.9.977.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 110.870.517.260,07
2. Realisasi Rp. 110.880.494.760.07
Selisih lebih/{kurang) Rp. 9.977.500,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaraan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. 0,00
Setisili lebih /{kurang) Rp. 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp.9.977.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

1, Anggaran pembiayaan neto setelah

perubahan Rp. 110.870.517.260,07
2. Realisasi Rp. 110.880.494.760.07
Selisih lebih/(kurang) Rp 9.977.500,00

Pasal 4

Laporan perubahan saido anggaran lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 110.870.517.260,07
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 110.870.517.260,07
Sub Total {a-b) Rp. 0,00
c. Silpa/(Sikpa) - Rp. 151.471.103.479.,08

v &/

Sub Total Rp. 151.471.103-.479,08&
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d. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e. Lain-lain Rp. 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 151.471.103.479,08
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per
31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 2.950.761.986.822,38

b. Jumlah kewajiban Rp. 1.917.990.848,30

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 2.948.843.995.974,08
Pasai 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1} huruf d, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.618.387.641.229,67

b. Beban Rp. 1.371.881.775.326.96
Surplus/Defisit dari Operasi Rp. 246.505.865.902,71
¢. Surplus/Defisit dari Kegiatan
Non Operasional Rp. 0,00
d. Surplus/Defisit sebelum
pos luar biasa Rp. 246.505.865.902,71
e. Pos Luar Biasa Rp. ~_ 0,00
Surplus/Defisit-LO Rp. 246.505.865.902,71
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e wuntuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saido kas awat

per 1 Januari 2016 Rp. 110.684.060.073,07
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 327.129.782.188,01
c. Arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 286.351.980.710,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 9.977.500,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris {Rp. 735.572,00)
f. Saldo kas akhir

per 31 Desember 2016 Rp. 152.865.005.807,08

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf f, adalah sebagai berikut :v )



a. Ekuitas awal Rp. 2.692.348.015.843,49

b. Surplus/Defisit LO Rp. 246.505.865.902,71

¢. Dampak kumulatif perubahan
kebijakan /kesalahan mendasar Rp. 9.990.114.227,88
1. Nilai penyisihan piutang pajak Rp. 4.335.620,39
2. Nilai penyisihan piutang retribusi Rp. 280.257.000,40
3. Nilai penyisihan piutang lainnya Rp. 3.708.301.800,00
4. Koreksi ekuitas aset tetap (Rp. 12.333.390.365,00)
5. Korekst ekuitas aset lainnya (Rp. 25.500.000,00)
5. Koreksi ekuitas lainnya Rp. 18.356.100.172,09

d.Ekuitas akhir Rp. 2.948.843.995.974,08

Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
0 Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun anggaran 2016 memuat

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos
laporan keuangan.

Pasal 10
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam :

a. Lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

o Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran

s menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan,;

Lampiran 1.3 : Rckapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan
kegiatan,

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah  untuk  keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran

I__/ Lebih; y

SN



c. Lampiran I : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran Vi : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

j- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi
Daerabh);

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;,

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran Xviii: Daftar Kewajiban Jangka Panjang; dan

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

{2) Ikhtisar laporan keuangan badan wusaha milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ikhtisar laporan keuangan pemerintah desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran
XXl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.y

L/



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Agustus 2017
/ BUPATI SUMBAWA, y
A |y M. HUSNI DJIBRIL
Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAWUPATEN SUMBAWA,
RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2017
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2016 disusun untuk memenuhi azas akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk
pertanggungjawaban Bupati Sumbawa kepada rakyat Sumbawa melalui
DPRD Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan amanat untuk
menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.

Peraturan Daerah ini memuat laporan keuangan yang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas
dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi NTB dan mendapat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) serta dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Peraturan Daeral ini terdiri dari 21 (dua puluh satu) lampiran yaitu :

'a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemnerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Lampiran [.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

o

Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran 111 : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca; V

N
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Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran X

. Lampiran XIII

Lampiran X1V
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XViil
Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XXI

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelasv

« b

: Laporan Arus Kas;

: Catatan atas laporan keuangan;

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan

Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
: Daftar Rekapitulasi

Realisast Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

: Daftar Dana Cadangan Daerah;

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

1 Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

: lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah;

: Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa;

12




Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
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